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ABSTRAK

Harta bersama dalam perkawinanan adalah seluruh harta yang diperoleh
selama terjadinya perkawinan. Harta bersama diatur dalam perundang-undangan.
Antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengadilan Agama merupakan lembaga
pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk menangani masalah pembagian
harta bersama. Pengajuan gugatan pembagian harta bersama dapat diajukan ke
Pengadilan Agama baik bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian, atau
diajukan setelah putusnya perceraian yang telah berkekuatan hukum. Perkara
No0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. adalah perkara yang penyelesaiannya menjadi
wewenang PengadilanAgama Semarang. Pengadilan Agama Semarang dalam
menyelesaikan dan memutuskan perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. tersebut harus
melalui alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang jelas.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), tentang
sengketa harta bersama. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama
Semarang yakni yang berupa putusan Pengadilan Agama Semarang. Bagaimana cara
penyelesaian terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di
Pengadilan Agama Semarang, dalam perkara N0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.? dan
bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang
dalam memutus dan menetapkan perkara harta bersama perkara No.
0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.? Untuk memperoleh data yang akurat penulis memperoleh
data melalui putusan Pengadilan Agama Semarang tentang sengketa harta bersama
serta wawancara terarah kepada hakim Pengadilan Agama Semarang tantang
sengketa harta bersama. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan
menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk memperoleh kesimpulan tentang
harta bersama, pertimbangan hakim dan validitas serta akurasi alasan-alasan
yang digunakan dalam penetapan harta bersama.

Hasil  penelitian  penulis, hakim dalam  menyelesaikan  perkara
N0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. tentang pembagian harta bersama mengikuti Hukum
Acara Perdata Peradilan Agama yang berlaku baik secara hukum formil maupun
hukum materiil. Hakim memutuskan masalah pembagian harta bersama berdasarkan
UU No.1 tahun 1974 dan KHI. Sedangkan dalam menyelesaikan pembagian hutang
bersama, hakim dalam penemuan hukumnya menggunakan dasar hukum ‘urf dan
mashlahah mursalah. Sedangkan metode ijtihad yang digunakan yaitu metode ijtihad
giyast. Hakim juga menggunakan dasar dalil nash al-Qur’an surat al-An’am ayat 164.
Dalam menggunakan metode ijtihad giyas, hakim men-giyas-kan hutang dengan dosa
karena mempunyai ‘illat yang sama berupa tanggung jawab yang harus ditanggung
oleh seseorang yang melakukan perbuatan itu sendiri. Sehingga orang lain tidak
mempunyai tanggung jawab atas perbuatan seseorang. Dalam penetapan hakim, pihak
yang tidak mengetahui atau mempersetujui hutang yang dilakukan pihak lain, tidak
ditetapkan untuk menanggung hutang tersebut.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf | Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ b be
< Ta’ t te
& Sa S es (dengan titik di atas)
d Jim j je
C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
d Kha’ kh ka dan ha
3 Dal d de
3 Zal % zet (dengan titik di atas)
J Ra’ r er
J Zai z zet
o Sin S es
G Syin sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
% Dad d de (dengan titik di bawah)
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b ta’ t te (dengan titik di bawah)
b} za’ z zet (dengan titik di bawah)
' ‘ain ‘ koma terbalik di atas

& Gain g ge

o fa’ f ef

& Qaf q qi

d Kaf k ka

J Lam I ‘el

a Mim m ‘em

O Nun n ‘en

3 wawu w w

° ha’ h ha

s hamzah 5 apostrof

$ ya’ y ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ddaxiia ditulis Muta’addidah
3 ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbiitah di akhir kata
1. Bila dimatikan tulis h
PR ditulis Hikmah
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-

A ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

el oY) da) S ditulis Karamah al-auliya

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h

ohdll 3183 ditulis Zakah al-fitri

D. Vokal pendek

& ditulis a
o ditulis i
& ditulis u
E. Vokal panjang
L Fathah + alif ditulis a
' Ll ditulis Jjahiliyah
5 Fathah + ya’ mati ditulis a
' (ol ditulis tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis r
' al S ditulis karim
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A Dammah + wawu mati ditulis 0
' cas b ditulis furid
F. Vokal rangkap
1 Fathah + ya’ mati ditulis ai
' asiy ditulis bainakum
5 Fathah + wawu mati ditulis au
' Jé ditulis gaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

R

Al ditulis A’antum
Y ditulis U’iddat
Al S ol ditulis La’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf Qamariyah maka ditulis dengan menggunakan kata sandang
“al”, dan bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

OlAY ditulis Al-Qur’an
i) ditulis asy- Syams
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut penulisannya
w2yl g ditulis Zawi al-furiid
g Ja) ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan
terbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.' Merupakan sunnatullazh yang umum dan berlaku pada semua
makhluk ciptaan Allah SWT., baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-
tumbuhan.? Dengan tujuan lain sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang
biak dan melestarikan hidupnya.’

Adapun menurut syara’, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan
perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk
membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang

sejahtera.’

O30S 3 aSlal (pa gy LalA ¢ 5 S e

! Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
2 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 9.

® M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, Cet. Ke-3, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2004), him.125.

* Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Ed.1, Cet. Ke-3,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him.8

> Az-Dzariyat (51): 49.



Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa segala sesuatu diciptakan Allah
dengan berpasangan, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, maupun makhluk lain yang

diketahui oleh manusia.

6...Akn ) 583 90 Ay Jra 5 L) | il Wl g 51 oSl (e oI BIA () Al a s

Suatu perkawinan haruslah didasari rasa cinta, penuh kasih dan harus saling
menyayangi. Sehingga dapat terwujud rumah tangga bahagia yang abadi untuk
selamanya.

Suatu perkawinan itu dapat berlangsung langgeng tergantung bagaimana
tujuan perkawinan itu sendiri dilaksanakan dan kesungguhan akan membina rumah
tangga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maka sudah seharusnya dalam rumah
tangga tersebut terbina rasa tanggung jawab akan hak dan kewajiban masing-masing
baik antara suami isteri, orang tua kepada anak-anaknya dan juga anak kepada orang
tuanya (keluarga).

Sudah tidak asing jika dalam suatu perkawinan terjadi perselisihan antara
pasangan suami isteri. Namun tidak semua perselisihan dapat diselesaikan dengan
cara damai sehingga tidak jarang pasangan suami isteri yang tidak dapat
menyelesaikan perselisihan tersebut akhirnya memutuskan untuk bercerai di

Pengadilan Agama sebagai alternatif terakhir.’

® Ar-Rum (30): 21.

" M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, cet. Ke-2, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), him. 38.



Perkawinan menimbulkan akibat hukum antara kedua pasangan suami isteri
yaitu hak dan kewajiban suami isteri dan juga harta benda pasangan suami isteri.
Apabila terjadi perceraian maka biasanya akan menimbulkan permasalahan baru
seperti hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan lain sebagainya.

Harta bersama dalam perkawinan yang oleh masyarakat Islam mayoritas di
Indonesia sering disebut dengan istilah harta gono-gini ini tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri atau disebut dengan
harta bawaan. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda
bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak
atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas
persetujuan dari pihak lainnya. Suami isteri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak ,
tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal
ini, baik suami maupun isteri, mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta
bersama.

Dalam al-Qur’an, hadis atau pun dalam Kkitab-kitab figh klasik tidak
ditemukan adanya pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan.
Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama dalam perkawinan
namun bukan berarti Pengadilan Agama tidak berwenang dalam menyelesaikan
pembagian harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, pada Bab VII Pasal 35 ayat (1), 36 dan 37. Serta dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIII Pasal 85, 88, 89, 91, dan 97, maka masalah

permbagian harta bersama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.



Peradilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam proses pemberian
keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di
Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, dalam sistem Peradilan Nasional di
Indonesia.’?

Dalam syari’at Islam seorang hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam
memutus suatu perkara. Segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan
dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan aturan-aturan yang
ditetapkan oleh syara’. Dan hasil pertimbangan hakim tersebut harus sesuai dengan
kemaslahatan masyarakat.

PJaally ) saSad o) Gulil) (g S 13

Sebagai penegak keadilan, hakim harus memutuskan suatu perkara sesuai
dengan yang telah ditetapkan oleh syari’at. Hakim dilarang mengikuti hawa nafsu
karena dapat menyimpang dari kebenaran. Karena apabila hukum ditegakkan secara
adil sesuai syari’at maka terciptalah perdamaian dalam masyarakat. Sehingga begitu
pula yang harus diterapkan hakim dalam memutus suatu perkara tanpa memihak salah
satu pihak dan bersikap adil.

Dalam hal pertanggungjawaban hutang, baik terhadap hutang suami maupun
isteri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedangkan terhadap hutang

yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama.

8 Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar llmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), him. 92.

% An-Nisa (4): 58.



Akan tetapi, bila harta suami tidak mencukupi atau tidak ada maka hutang tersebut
dibebankan pada harta isteri.*

Pengajuan gugatan harta bersama biasanya diikutsertakan dalam gugatan
perceraian di Pengadilan Agama. Namun ada pula pengajuan gugatan harta bersama
yang dilakukan setelah putusnya perkara perceraian.

Sebagaimana pemaparan di atas maka hal tersebut dapat menjelaskan hal yang
melatar belakangi perkara No0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. Dimana pasangan suami
isteri yang telah resmi bercerai, kemudian salah satu pihak mengajukan permohonan
kepada Pengadilan Agama Semarang untuk membuka sidang kembali yang mana
gugatan tersebut mengenai pembagian harta bersama.

Dalam isi putusan perkara tersebut terdapat gugat balik (rekonvensi) dari
pihak tergugat kepada pihak penggugat. Sehingga kedudukan tergugat dalam
konvensi juga merangkap kedudukan sebagai penggugat rekonvensi. Dan sebaliknya
penggugat dalam konvensi juga menjadi tergugat dalam rekonvensi.**

Dalam Rekonvensi disebut sebagai menggugat balik atas harta bawaan serta
hak tanggungan yang belum diselesaikan. Hal inilah yang menarik perhatian penulis
untuk meneliti bagaimana penyelesaian pembagian pada perkara tersebut karena
didalamnya tidak hanya mempersoalkan pembagian harta bersama, namun juga

pembagian harta bawaan dan hutang bersama.

Tjihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, him. 179.

“Mukti, Arto, Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama, cet. Ke- 3, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), him. 106.



Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis
mengadakan penelitian tentang harta bersama dengan judul Tinjauan Hukum Islam
Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang (Studi

Putusan No0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm).

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik beberapa pokok
masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana cara penyelesaian terhadap pembagian harta bersama setelah
terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang, dalam perkara
No0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.?

2. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama
Semarang dalam memutus dan menetapkan perkara harta bersama perkara No.

0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana cara hakim dalam menyelesaikan
permbagian harta bersama dalam perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm..
b. Untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan hakim dalam memutus
dan menetapkan suatu putusan harta bersama dalam perkara

N0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.



2. Kegunaan Penelitian
a. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi sumbangan pemikiran baru
dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan akademik dibidang
hukum keluarga Islam dalam pembagian harta bersama.
b. Diharapkan mempunyai kegunaan tersendiri bagi para praktisi hukum
terutama bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam mewujudkan

penegakan hukum keluarga di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang pembagian harta bersama sudah banyak diteliti dan dikaji
dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi atau lainnya
dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sebagai sumber
informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah tentang sengketa harta bersama ada
beberapa pembahasan yang berhubungan dalam pembahasan ini, antara lain;

Dalam skripsi M. Sapuan yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)”. skripsi ini membahas mengenai penyelesaian
sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian. Bagaimana alasan-alasan dan

pertimbangan  Majelis Hakim dalam  menyelesaikan  Putusan ~ Nomor



160/Pdt.G/2005/PA.Yk tersebut dan membandingkan pada peraturan perundang-
undangan dengan nas al-Quran.*

Skripsi Hasniah yang berjudul, “Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama di
Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Perkara No. 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr)”.
Skripsi ini meneliti mengenai penyelesaian persengketaan harta bersama. Dan
mengkritisi ketentuan yang digunakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara
No0.160/Pdt.G/2005/PA.YK. tersebut. Skripsi ini menganalisis berdasarkan 3 asas-asas
umum dalam hukum Islam.*?

Skripsi Agung Nugroho yang berjudul, ”Pembagian Harta Bersama (Studi
Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)”. Skripsi ini
membahas mengenai persengketaan harta bersama di Pengadilan Agama Kebumen.
Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan status harta dalam perkawinan. lalah
pertama pada poin awal dalam posita harta tersebut merupakan harta bersama dan
pada poin berikutnya status harta bersama tersebut beralih menjadi harta bawaan

dikarenakan harta tersebut merupakan harta warisan orang tua pihak yang

2 M. Sapuan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.YK)”, Skripsi Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.

3 Hasniah, “Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri (Studi
Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2009/PA.Kdr)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.



bersangkutan. Kemudian dalam menyelesaikan perkara tersebut Majelis Hakim
menggunakan dasar hukum sesuai dengan KHI Pasal 97.%*

Skripsi Siti Jahro yang berjudul, “Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan
(Studi Komparatif antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Adat).
Dalam skripsi ini membahas mengenai hukum harta bersama menurut peraturan per-
Undang-undangan dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Bahwa pada
prinsipnya, tidak terdapat pertentangan antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan
hukum adat. Harta bersama diakui sejauh masih berlangsungnya suatu perkawinan
demi memenuhi kebutuhan. Namun terdapat pengecualian dalam hukum adat apabila
terdapat perbedaan derajat antara suami isteri.™

Skripsi Halimah yang berjudul, “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang Pembagian Harta Bersama karena Perceraian”.
Skripsi tersebut membahas mengenai proses penyelesaian pembagian harta bersama
dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.*®

Di sampaikan bahwa penelitian skripsi yang akan dilakukan penulis ini

berbeda dengan penelitian skripsi-skripsi sebelumnya. Karena dalam penelitian ini

¥ Agung Nugroho, “Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen
Nomor 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008,
tidak diterbitkan.

1> Siti, Jahro, “Hukum harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Komparatif antara Undang-
Undang No.l Tahun 1974 dan Hukum Adat)”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002,
tidak diterbitkan.

18 Halimah, “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang
Pembagian Harta Bersama tentang Perceraian”. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2006, tidak diterbitkan.
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lebih mengarah kepada pendekatan yuridis-normatif yaitu dalam bentuk hukum
positif dan pendekatan ushzl figh yang digunakan hakim. Bagaimana cara hakim
dalam memutuskan perkara dan metode ijtihad apa yang digunakan hakim. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

. Kerangka Teoritik

Masalah sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian tidak selalu
muncul di setiap negara Islam. Oleh karena pada setiap negara Islam dalam hal
perkawinan mempunyai ciri khas masing-masing yang didasarkan oleh ‘urf" atau adat
istiadat. Persoalan harta bersama hanya ditemukan dalam sebuah negeri yang tidak
memisahkan antara hak milik suami dan isteri. Sedangkan pada persoalan hak dan
kewajiban dalam rumah tangga diatur secara sangat ketat.*’

Di Indonesia, apabila terjadi perceraian seperti adat istiadat yang berlaku
maka terjadilah persoalan pembagian harta bersama. Adat istiadat (adat kebiasaan) ini
sudah dikuatkan oleh hukum positif yaitu dalam Undang-Undang No.l tahun 1974
dan KHI. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.'®
Sedangkan dengan adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.*® Harta bawaan

masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau

'7 Satria, Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, him. 59.
'8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 35, ayat (1).

¥Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 85.
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warisan adalah berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri sepanjang
tidak ditentukan lain.®® Suami isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan
perbuatan hukum atas harta masing-masing, apakah itu warisan, hadiah, sedekah atau
lainnya.?!

Harta bersama dalam perkawinan merupakan perkara perdata yang
kewenangannya menjadi kewenangan Peradilan Agama, bagi yang beragama Islam
dan di Peradilan Umum bagi yang beragama selain Islam. Pengadilan dapat bertindak
aktif untuk menangani suatu perkara apabila perkara tersebut telah secara resmi
diserahkan ke pengadilan, dengan melalui pengajuan perkara oleh pihak-pihak yang
berkepentingan.

Berdasarkan pasal 116 Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau
memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada hukum yang
mengaturnya atau ada tetapi kurang jelas. Dengan demikian, hakim diwajibkan untuk
mengadili perkara yang belum ada hukumnya tersebut sehingga hakim dituntut untuk
melakukan terobosan hukum atau menemukan hukum baru.

Biasanya dalam mempertimbangkan hukum suatu perkara, hakim agama
berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ada berupa Undang-Undang No.1

tahun 1974 dan KHI serta aturan syari’at hukum Islam. Namun apabila hakim masih

2 |bid., Pasal 35, ayat (2).

?1Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, ed.1, Cet. Ke-3,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 178.
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belum menemukan hukumnya baik itu dalam perundang-undangan, KHI, al-Qur’an
ataupun hadis, maka hakim wajib mencari dasar hukum lainnya yang sesuai dan tidak
bertentangan dengan syari’at hukum Islam.

Dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama, hakim dianggap sebagai
organ pengadilan yang memahami hukum. Berwenang menegakkan hukum perdata
Islam dengan cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Apabila hakim
tidak menemukan hukum tertulis, maka seorang hakim wajib melakukan penemuan
hukum (Rechtvinding) untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang
bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,
masyarakat, bangsa dan negara.> Hakim juga diwajibkan untuk memperhatikan nilai-
nilai hukum yang hidup dimasyarakat dengan melihat situasi dan kondisi diwaktu
sekarang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sehingga tercapai
rasa keadilan.”® Sedangkan dalam hukum Islam, usaha mencurahkan segenap tenaga
dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menemukan dan menetapkan suatu
hukum disebut dengan ijtihad. Dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama,
hakim sering menerapkan metode ijtihad tersebut sebagai cara untuk menemukan
hukum demi tercapainya suatu keadilan.

Menurut etimologis, ijtihad diambil dari akar kata jahada (=) dalam bahasa

Arab yang berarti ‘kesanggupan yang sangat’ atau ‘kesungguhan yang sangat’.

22 penjelasan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14.

2 Mukti, Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. Ke-3, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), him. 35.
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Sedangkan menurut istilah, ijtihad merupakan kesanggupan dan kemampuan yang
maksimal dan harus dilakukan dengan kesungguhan serta sepenuh hati.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ijtihad yang dilakukan pada masa
modern atau pada era sekarang ini seharusnya dilakukan secara kolektif (jama i) oleh
lembaga ilmiah yang berstatus independen. Yang dimaksud lembaga ilmiah tersebut
ialah yang menampung seluruh pakar bidang ilmu figh agar dapat menetapkan
hukum-hukum secara tegas dan bebas serta jauh dari pengaruh tekanan sosial politik.

Meskipun Yusuf Qardhawi menyarankan agar ijtihad pada masa modern ini
dilakukan secara kolektif, namun beliau tidak memungkiri bahwa untuk mencapai
adanya ijtihad kolektif tersebut masih dibutuhkan adanya ijtihad individu. Karena
pada dasarnya dalam proses pencapaian hasil ijtihad kolektif harus diawali dengan
ijtihad individu terlebih dahulu.?*

Ijtihad merupakan suatu kebutuhan yang bahkan menjadi suatu keharusan
bagi umat Islam. Karena ijtihad itu merupakan media untuk memecahkan semua
problem kontemporer yang sedang dihadapi pada masa sekarang ini. Jadi, apabila
ijtihad itu tidak dilakukan pada masa ini maka kehidupan modern akan dilanda
kekolotan dan kebinasaan. Sesungguhnya Islam tidak mengajarkan kehidupan yang
statis namun sebaliknya, Islam mengajarkan agar manusia dapat berkembangan dan

bersifat dinamis.

 yusuf Al-Qardhawi, ljtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, cet.
Ke-1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), him. 14-15.
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Menurut segi pembentukannya, ijtihad dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
Ijtihad Al-Bayani, yaitu penjelasan ulama terhadap teks al-Qur’an dan as-Sunnah.
Dalam hal ini, ijtihad cenderung dipandang sama dengan tafsir, yaitu penjelasan
terhadap maksud Allah dan Rasul-Nya. ljtihad ini bertujuan untuk menemukan
hukum yang terkandung dalam nash yang sifatnya zhanniy, baik dari segi
ketetapannya maupun dari segi penunjukannya. Lapangan ijtihad bayani juga
hanya dilakukan dalam batas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah
satu diantara beberapa pemahaman yang berbeda. Maksudnya, apabila hukum
dari suatu kejadian telah tersurat dalam nash, namun tidak memberikan penjelasan
hukum yang pasti, maka ijtihad ini hanya memberikan penjelasan hukum yang
pasti dari dalil nash itu. Demikian halnya, maka diketahui bahwa dalam
menyelesaikan ijtihad bayani ini dilakukan dengan cara menafsirkan al- Qur’an
dan as-Sunnah.
ljtihad Qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap
suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash, baik
secara qath’t maupun secara dzanni dan juga tidak diperkuat oleh ijma’ dalam
penetapan hukumnya. Dalam hal ini, ijtihad ditujukan untuk menetapkan hukum
suatu kejadian (peristiwa) dengan merujuk pada kejadian yang telah ada
hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan dalam ‘illat hukumnya.
Mujtahid menetapkan hukum suatu kejadian berdasarkan kejadian yang telah ada

nashnya, ijtihad seperti ini adalah melalui giyas dan istihsan.
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Dalam ijtihad bentuk pertama (bayani), hukumnya ‘tersurat’ dalam nash tetapi
ada ketidakpastian maksudnya, dan ijtihad digunakan untuk mencari kepastian
hukumnya. Sedangkan dalam ijtihad bentuk kedua ini (giyasi), hukumnya
memang tidak ‘tersurat’, tetapi ‘tersirat’ dalam dalil yang ada. Untuk mencari
hukum dibalik yang “tersirat” diperlukan ijtihad dengan cara merentangkan
hukum yang telah ada dalam nash kepada kejadian lain yang belum ada ketentuan
hukumnya.

3. ljtihad Istisiahi, yaitu karya ijtihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan
hukum syar’1 dengan cara menerapkan kaidah kullz untuk kejadian yang ketentuan
hukumnya tidak terdapat dalam nash baik gath’T maupun dzanni dan tidak
memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada, juga belum
diputuskan ijma’. Dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ini hanyalah jiwa hukum
syara’ yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umat, baik dalam bentuk

mendatangkan manfaat maupun menghindarkan madharat.?®

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah metode yang gunakan untuk dapat mengolah data
sesuai dengan tujuan penelitian.?® Metode penelitian yang akan digunakan dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

% Rahmat Syafe’l, Ilmu Ushul Figih, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2010), him. 103-104.

% Sugiono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung: ALFABETA,
2013), him. 18.
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1. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian jenis kepustakaan (Library
Research), yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data kepustakaan
untuk dijadikan bahan kajian.?’
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian,
antara lain;

a. Sumber data primer, yaitu dokumen putusan perkara nomor
0008/Pdt.G/2011/PA.Sm dan hasil wawancara dengan para hakim
Pengadilan Agama Semarang.”®

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pustaka yang berisikan
informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih
berhubungan dengan penelitian ini seperti buku, catatan, maupun laporan
hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

3. Sifat penelitian
Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif-analitik yaitu

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan penyelesaian pembagian

" Ppenelitian Kepustakaan (Library research) adalah Penelitian yang dilakukan di
Perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku,
ensiklopedia, jurnal ilmiah, Koran, majalah dan dokumen-dokumen).

%8 Zainuddin, Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him.106.
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harta bersama kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan
hukum Islam. %
4. Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalan penulisan skripsi ini adalah:

a. Dokumentasi; data yang diperoleh dari dokumen-dokumen putusan
Pengadilan agama Semarang. Yaitu putusan Pengadilan Agama Semarang
tentang pembagian harta bersama Perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.

b. Interview/wawancara; VYyaitu penulis menanyakan langsung Hakim
Pengadilan Agama Semarang tentang pembagian harta bersama.
Wawancara dilakukan secara terbuka dan berencana dengan didasari
beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan.*

5. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-
normatif. Yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan hukum
yang berlaku di Indonesia yang berupa undang-undang yang berhubungan
dengan pembahasan skripsi ini. Kemudian juga dianalisis berdasarkan hukum

Islam (ushil figh).

2|pid., him. 223.

% Djunaidi, Ghony dan Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2007), him. 200.
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6. Analisis Data
Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode
kualitatif, yakni penulis mempertajam analisis melalui data yang telah
diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agama
Semarang terkait dengan perkara penyelesaian harta bersama. Menggunakan
cara berfikir deduktif, yakni mengevaluasi hal-hal yang bersifat umum

sehingga menemukan hal-hal yang bersifat khusus.*

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai substansi dan esensi dari skripsi
ini, serta agar menyajikan secara sistematis. Maka penulis penyajikan skripsi ini
dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang membahas mengenai hal-hal yang mendasari
penelitian yang akan dilaksanakan. Seperti hal yang melatar belakangi penelitian,
pokok permasalahan, telaah pustaka dengan menulusuri literatur-literatur yang dapat
memastikan bahwa kajian ini menarik untuk diteliti, kerangka teoritik yang
digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam
peneletian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan mengenai tinjauan umum tentang harta bersama yang
terdiri dari empat sub bab. Pembahasan ini masuk dalam bab kedua untuk memahami

apa dan bagaimana definisi dari harta bersama itu sendiri. Meliputi pengertian harta

81 Zainuddin, Ali, Metode Penelitian Hukum, him.177.
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bersama, dasar hukum harta bersama, ruang lingkup harta bersama, hak dan tanggung
jawab suami isteri terhadap harta bersama tersebut.

Bab ketiga, membahas mengenai bagaimana penyelesaian pembagian harta
bersama di Pengadilan Agama Semarang yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab
pertama memaparkan tinjauan umum Pengadilan Agama Semarang. Sub bab kedua
yaitu membahas mengenai penyelesaian perkara pembagian harta bersama di
Pengadilan Agama Semarang. Sub bab ketiga, ialah gambaran umum perkara
pembagian harta bersama No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama
Semarang tentang pembagian harta bersama. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab
pertama, yaitu Analisis perkara berdasarkan cara penyelesaian hakim dalam putusan
harta bersama No0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. Sub bab kedua, yaitu analisis putusan
berdasarkan metode ijtihad yang digunakan oleh hakim.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan yang ditarik
dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang diharapkan dapat memberikan
sumbangan alternatif bagi pertimbangan hukum terhadap persoalan harta bersama

dalam perkawinan terutama pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh salama perkawinan. harta
bersama dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian atau
diajukan setelah perceraian putus dan berkekuatan hukum tetap.

1. Gugatan pembagian harta bersama No0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. memberikan
kesimpulan bahwa para pihak yang merupakan mantan suami isteri yang telah
resmi bercerai ingin menperoleh haknya masing-masing terhadap harta kekayaan
yang diperoleh selama perkawinan. Dalam gugatan ini permasalahannya terdapat
pada petitum penggugat konvensi poin 4 yang diakui oleh penggugat sebagai
harta bawaan. Namun tergugat konvensi dalam poin 3.a).2). menyatakan bahwa
harta pada poin tersebut adalah harta bawaan atas nama tergugat konvensi. Selain
itu permasalahan lain terdapat pada pokok perkara jawaban tergugat konvensi
poin 2.2).a, b, ¢, d, e) bahwa selain adanya harta bersama dan harta bawaan,
terdapat pula hutang-hutang yang masih dalam hak tanggungan. Hutang-hutang
yang masih dalam hak tanggungan tersebut ada yang tanpa berdasarkan
persetujuan salah satu pihak. Dengan demikian, jelas bahwa yang diperselisihkan
adalah harta bersam, harta bawaan dan hutang-hutang di Bank yang masih dalam

hak tanggungan. Hakim dalam menyelesaikan perkara
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N0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. mengikuti HukumAcara Peradilan Agama yang
telah ditentukan, baik secara hukum formil maupun hukum materiil.

Dalam beracara, hakim menentukan mana yang harta bersama dan mana yang
harta bawaan, begitupun juga terhadap hutang-hutang tersebut. Terhadap harta
yang sudah jelas merupakan harta bersama harus dibagi sesuai dengan Pasal 97
KHI yang berbunyi bahwa, “Janda atau duda cerai masing-masing berhak
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian
perkawinan”.

2. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembagian harta
bersama N0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. selain berdasarkan KHI juga menggunakan
dasar dalil nash al-Qur’an surat al-An’am ayat 164. Dalam penemuan hukumnya,
hakim menggunakan dasar hukum ‘urf dan mashlahah mursalah. dalam
melakukan ijtihadnya, hakim menggunakan ijtihad giyasi. Sedangkan metode
ijtihad yang dipakai yaitu metode ijtihad giyas, dimana hutang di-giyas-kan
dengan dosa karena mempunyai ‘i/lat yang sama berupa tanggung jawab yang
harus ditanggung oleh seseorang yang melakukan perbuatan itu sendiri. Hakim
menetapkan bahwa pihak yang tidak mengetahui atau mempersetujui suatu

hutang, maka pihak tersebut tidak dihukumi menanggung hutang tersebut.

B. Saran
1. Sebaiknya dalam menyampaikan diktum putusan penyelesaian pembagian harta

bersama hakim tidak hanya menjelaskan tentang hasil pembagian tersebut tapi
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juga memberikan penjelasan rinci mengenai alasan-alasan yang digunakan
sebagai bahan pertimbangan hakim. Baik itu berupa peraturan perundang-
undangan maupun dalil hukum normatif jika memang ada.

. Diharapkan agar hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi
kalangan akademisi, akan tetapi juga menjadikan sumbangan pemikiran baru
terhadap para praktisi hukum terutama bagi para hakim di Pengadilan Agama

demi mewujudkan keadilan di Indonesia.
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HALAMAN TERJEMAHAN

Bab | HIm | Fn | Terjemahan

1 1 5 Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang agar
kamu mengingat (kebesaran Allah).

1 2 6 Dan dantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Diaa
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia
menjadikan diantaramu rasa kasih sayang.

1 4 9 Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

1 16 26 | Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)
diantara kamu.

1 18 31 | Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik
kemaslahatan.

1 20 37 | Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.

2 30 5 Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas
sebagian yang lain (perempuan), dank arena mereka (laki-laki)
telah memberikan nafkah dari hartanya.

4 64 5 Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.,

4 70 12 | Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.




BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Imam Syafi’i

Abi ‘Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi‘T atau Muhammad bin Idris asy-
Syafi'i (bahasa Arab: L Gy (p2ess)  yang  akrab  dipanggil Imam
Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/ 767 -Fusthat, Mesir 204H/ 819M) adalah
seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga
tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu
keturunan  dari al-Muththalib,  saudara  dari Hasyim, yang  merupakan
kakek Muhammad.

Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada
ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk
berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar
berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun

Jadid.

Imam Hanafi

Nu’man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: <l ¢ Gleaill),
lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, (bahasa Arab: 4ais )  (lahir
di Kufah, Irak pada 80 H /699 M-meninggal di Baghdad, Irak, 148H/ 767 M)
merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Beliau juga merupakan

seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat Nabi, karena dia pernah bertemu dengan
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salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta
sahabat lainnya.

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab
figh  berdasarkan  kelompok-kelompok  yang berawal dari  kesucian
(taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya
seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i,Abu Dawud, Imam Bukhari. Imam Abu
Hanifah atau Imam Hanafi dikenal sebagai yang terdepan dalam ‘ahlu ra’yu’ dan
ulama yang baik dalam penggunaan logika sebagai dalil. Beliau adalah ahli figh dari
penduduk Irak. Di samping sebagai ulama figh, Abu Hanifah berprofesi sebagai
pedagang kain di Kufah. Tentang kredibilitasnya sebagai ahli figh, Imam Syafi’i
mengatakan, “Dalam figh, manusia bergantung kepada Abu Hanifah”. Imam Abu
Hanifah menimba ilmu hadis dan figh dari banyak ulama terkenal. Untuk figh, selama
18 tahun beliau berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman, murid Ibrahim An
Nakha’i. Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis dan lebih banyak
menggunakan Qiyas dan Istihsan.Dasar madzhab Imam Abu Hanifah adalah; Al-
Quran, As Sunnah, [jma’, Qiyas, Istihsan. Dalam ilmu akidah Imam Abu Hanifah

memiliki buku berjudul “Kitabul fighul akbar” (figh terbesar; akidah).

Yusuf al-Qardhawi
Yusuf al-Qardhawi bernama asli Yusuf bin Abdullah bin Ali binYusuf. Al-Qardhawi
merupakan nama sebuah daerah yang bernama al-Qardhah dan menjadi nama

keluarga beliau karena sebutan al-Qardhah dinisbahkan kepada keturunannya. Beliau
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lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau adalah
seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Beliau merupakan seorang
pemikir, sarjana dan intelek komtemporori yang tidak asing lagi di dunia Islam.
Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis
fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan
atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.
Ketika berusia 5 tahun, beliau telah dihantar ke kuttab di kampungnya untuk
menghafaz al-Quran. Apabila usianya menjangkau 7 tahun, beliau memasuki sekolah
rendah (madrasah llzamiyyah) yang diuruskan oleh Kementerian Pendidikan. Di
sekolah ini, beliau belajar matematika, sejarah, kesehatan dan lain-lin. Yusuf sejak
kecil lagi mendapat pendidikan secara formal melalui sekolah kerajaan di sebelah
pagi dan pendidikan agama (al-Kuttab) di sebelah petang. Beliau menamatkan
pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke
Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar
doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya
Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Figh
Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan

nuansa modern.
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05 Mei 2014 s/d 12 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

fob)

ahaimi HM, SH. MH.
D\ 19580828 197903 1 001 A



INTERVIEW GUIDE

HAKIM MAJELIS

1.

2.

10.

Apa yang dimaksud dengan harta bersama?

Apa perbedaan dengan harta bawaan?

Bagaimana asal-usul adanya harta bersama?

Bagaimana proses pemeriksaan dari perkara harta bersama?

Bagaimana proses penyelesaian harta bersama?

Apa yang dimaksud hutang bersama?

Bagaimana cara penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang?
Bagaimana proses pemeriksaan hutang bersama di Pengadilan Agama Semarang?
Adakah metode ijtihad yang digunakan majelis hakim dalam menyelesaian perkara
Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.? Terkait dengan perselisihan pembagian harta bersama
antara mantan suami isteri termasuk pula harta bawaan dan hutang-hutang yang masih
dalam tanggungan?

Pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam

memutus dan menetapkan perkara harta bersama tersebut?
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Putusan No. 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.)”, oleh saudari Nuraini Hikmawati.

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana
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